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DASAR HUKUM

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
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UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia

Permenaker Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi
Kompetensi Kerja Nasional

VAN

Permenaker Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
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S—'«“ Hidup Sehat

TRANSFORMASI SISTEM KESEHATAN

Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudian masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan

SRR — T Mempercepatperbaikan gizi Memperbaiki Gerakan Masyarakat S —— Shaieg <

anak, keluarga berencana RSP ki el Hidup Sehat (GERMAS) kesehatan & pengendalian RPJMN bidang

dan kesehatan reproduksi -y — o P obat dan makanan kesehatan

°Transformasihymanprinet €) renstormasitayanan ermimum
rujukan kesehatan
® ® @ @ ® ®

Edukasi Pencegahan Pencegahan Meningkatkan Meningkatkan akses Meningkatkan Memperkuat
penduduk primer sekunder kapasitas dan dan mutu layanan ketahanan sektor ketahanan
7 kampanye utama: Penambahan skrining 18 penyakit kapabilitas. sekunder & tersier farmasi & alat tanggap darurat Pilar
imunisasi, gizi imunisasi rutin penyebab kematian layanan primer pPembangunan RS di kesehatan Jejaring nasional Transformasi
seimbang, olah raga, menjadi 14 antigen tertinggl di tiap sasaran Pembangunan Kawasan Timur, jejaring produksi dalam negeri surveilans berbasis lab,
anti rokok, sanitasi & dan perluasan usia, skrining stunting, puskesmas di 171 kec,, pengampuan 6 layanan 14 vaksin rutin, top 10 tenaga cadangan
sknning penyakit, Indonesia. untuk kesehatan ibu & esensial, pemenuhan dengan world’s top volume & by value. top exercise
kepatuhan pengobatan bayi. SDM kesehatan primer healthcare centers. kesiapsiagaan krisis.

4 Transformasi sistem @3) Transformasi SDM qﬁfp ¢ Transformasi teknologi

pembiayaan kesehatan Kesehatan kesehatan
Regulasi pembiayaan kesehatan dengan Penambahan kuota  mahasiswa, Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi,
3 tujuan: tersedia, cukup, dan beasiswa dalam & luar negeri, dan bioteknologi di sektor kesshatan

berkelanjutan; alokasi yang adii; dan kemudahan penyetaraan nakes lulusan T - : : :
x . eknologi informasi Bioteknologi
pemanfaatan yang efektif dan efisien. luar negeri. Q o

1. Ketersediaan SDMK
2. Pemerataan SDMK
3. Peningkatan mutu SDMK
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KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN

Standar Pelayanan
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Standar Kompetensi

Kamus Kompetensi
Jabatan



Standar Kompetensi

« Standar Kompetensi adalah standar minimum untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan pada saat lulus
menempuh pendidikan

» Dipisahkan antara kewenangan per masing-masing kualifikasi pendidikannya berdasarkan tingkatan millernya
« Hanya menyebutkan nama kompetensinya (contoh : melakukan Tindakan USG Non Kontras)

SKKNI

« SKKNI adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang
harus dimiliki masing-masing jenis tenaga Kesehatan untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya atau
menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional

» Secara detail dijelaskan prosedur dalam melakukan kompetensi, alat dan bahan, pengetahuan, dan
keterampilan yang dibutuhkan.

» Tidak mengkategorikan berdasarkan kualifikasi pendidikan.

Kamus Kompetensi JF

« Kamus kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi,
deskripsi, dan level kompetensi serta indikator perilaku.

« Kompetensi dikategorikan berdasarkan jenjang jabatannya

« Hanya menyebutkan nama kompetensinya dan tidak menjelaskam secara detail alat, pengetahuan, dan
keterampilan yang dibutuhkan.




IMPLEMENTASI SKKNI DAN STANDAR PROFESI



Kerangka Penyajian

* Pengembangan karier tenaga kesehatan bisa mengacu ke Perpres
nomor 8 Tahun 2021 tentang KKNI

» Jalur pekerjaan dihidupkan melalui SKKNI
» Jalur profesi dihidupkan melalui Standar Profesi

* Tingkatan jabatan non-ASN harus diselaraskan dengan ASN, agar terjadi
keadilan antar warga negara



Perpres no. 8/2012: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka
penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan
mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja
dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di
berbagai sektor.

 Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang
diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.

» Pengalaman kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka
waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.

« Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara
sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.



Pencapaian Level KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)
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SKKNI (Permenaker nomor 3 Tahun 2016

SKKNI diamanatkan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Tata cara penetapan SKKNI telah beberapa kall mengalami perubahan dan terakhir
diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan
SKKNI.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya - disingkat SKKNI, adalah rumusan
kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/ atau keahlian serta sikap kerja
yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
SKKNI beris:

» Rumusan tentang kompetensi tugas, kompetensi manajemen tugas, kompetensi menghadapi keadaan darurat
dan kompetensi menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, termasuk tanggung jawab dan bekerja sama
dengan orang lain;

» Mencerminkan pekerjaan yang realistik berlaku di tempat kerja secara umum di sektor atau lapangan usaha
tertentu;

» Dirumuskan dengan (outcomes);dan orientasi hasil kerja

» Dirumuskan secara terukur dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pengguna SKKNI.



PENERAPAN SKKNI (ps 11 s/d 21 Permenaker 2/2016)
PsI|URAIAN
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(1) Penerapan SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri dilakukan oleh instansi teknis yang
mengusulkan, instansi teknis terkait dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

(2) Pemberlakuan SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri dilakukan oleh instansi teknis yang
mengusulkan dan/atau instansi teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Penerapan SKKNI diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis yang mengusulkan dan/atau instansi
teknis terkait sesuai tugas dan fungsinya apabila berkaitan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan,
lingkungan hidup dan/atau mempunyai potensi perselisinan dalam perjanjian perdagangan danjasa.
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(2) Pemberlakukan SKKNI secara wajib dilakukan di bidang profesi atau pekerjaan yang memiliki posisi\
strategis dalam meningkatkan daya saing nasional.

(3) Pemberlakuan SKKNI secara wajib berlaku bagi tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing yang
bekerja di Indonesia.

Penerapan SKKNI, digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan: a. pendidikan vokasi/keterampilan; b.
pelatihan kerja; dan c. sertifikasi kompetensi. /
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(1) Penerapan SKKNI di bidang Pendidikan vokasi/keterampilan dan pelatihan kerja
dilakukan dalam rangka pengembangan program pendidikan vokasi/keterampilan dan
pelatihan kerja serta akreditasi lembaga Pendidikan vokasi/keterampilan dan lembaga
pelatihan kerja.

(2) Penerapan SKKNI di bidang sertifikasi kompetensi dilakukan dalam rangka \
pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan lisensi lembaga sertifikasi profesi.

(1) Penerapan SKKNI dalam rangka pengembangan program pendidikan
vokasi/keterampilan dan

pelatihan kerja, sebagai acuan untuk: a. pengembangan kurikulum, silabus dan modul;

dan b. evaluasi hasil pendidikan vokasi/keterampilan dan pelatihan kerja. j

(2) Penerapan SKKNI, disusun dalam kemasan kualifikasi nasional, okupasi atau jabatan
nasional, klaster kompetensi dan/ atau unit kompetensi.

(3) Penyusunan kemasan kualifikasi nasional, okupasi atau jabatan nasional, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pedoman penerapan SKKNI dalam kaitannya dengan pengembangan program pelatihan kerja,
disusun oleh instansi teknis.

(1) Penerapan SKKNI dalam rangka akreditasi lembaga pendidikan vokasi/keterampilan dan R
lembaga pelatihan kerja, sebagai persyaratan penetapan lingkup program pendidikan/pelatihan
berbasis kompetensi.

(2) Penerapan SKKNI, dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. )

(1) Dalam rangka pengembangan skema sertifikasi kompetensi, SKKNI diterapkan untuk: a.
penetapan ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi; b. asesmen
kompetensi; c. surveilans pemegang sertifikat kompetensi.

(2) Penerapan SKKNI, disusun dalam kemasan kualifikasi nasional, okupasi atau jabatan nasional,
klaster kompetensi dan/ atau unit kompetensi.

(3) Penyusunan kemasan kualifikasi nasional dan okupasi atau jabatan nasional,, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.



1) Penerapan SKKNI dalam rangka lisensi lembaga sertifikasi profesi, sebagai
persyaratan penetapan lingkup program sertifikasi kompetensi.

(2) Penerapan SKKNI, dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau
badan/lembaga sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20  Pedoman penerapan SKKNI dalam kaitannya dengan sertifikasi kompetensi, disusun oleh
Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau badan/lembaga sertifikasi sesuail ketentuan
peraturan perundang-undangan.

21 SKKNI dapat diterapkan oleh perusahaan atau organisasi sebagai acuan evaluasi dan
asesmen kompetensi tenaga kerja, baik dalam kaitannya dengan rekrutmen,
pengembangan karier maupun remunerasi.



MENTERI KESEHATAN
REPUELIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/ 1424 /2022
TENTANG

STANDAR KOMPETENSI KERJA
BIDANG REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,




Profil Perekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah seperangkat
kompetensi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan yang sesuai
dengan SKK Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang
meliputi peran dan fungsi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

dalam mengelola:

a. Data dan informasi kesehatan
b. Klasifikasi klinis dan masalah kesehatan lainnya

c. Aplikasi statistik kesehatan, epidemiologi dasar, dan biomedik

d. Pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan.

20



Kode unit kompetensi yang disepakati dalam rumusan SKK Bidang

Rekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah Q. 86RMEXX.YYY.1

Keterangan:

Q

36

RMK:

Menunjukkan kategori aktivitas kesehatan manusia dan alktivitas

sosial

Menunjukkan golongan pokok aktivitas kesehatan manusia

berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Menunjukkan singkatan dann Rekam Medis (dan Informasi)

Kesehatan
Menunjukkan pengelompokan unit kompetensi terdiri dari:
01 = Unit Kompetensi Manajemen Data dan Informasi Kesehatan,

02 = Unit Kompetensi Keterampilan Klasifikasi Klinis, Kodifikasi
Penvakit dan Masalah Kesehatan Lainnva, serta Prosedur
Klinis,

03 = Unit Kompetensi Aplikasi Statistik Kesehatan, Epidemiologi
Dasar, dan Biomedik,

04 = Unit Kompetensi Manajemen Pelayanan Rekam Medis dan

Informasi Kesehatan

Menunjukkan nomor urut kompetensi

1 = Menunjukkan versi

21
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1. O SeRMEOL O] 1 Menpanalisis Kebutuban Data Sisterm Inforrsmasi
Hesehatan
=_ O SeRMEOL _OO=_ 1 Merancarng Karnmiis Drata dal=mn Sistern
Imforrmasi Kescehatar
S O S8eRMECL OO 1 Merancang Strualrhuar Basis Data dalam Sistern
Imforrmasi Kescehatar
=4 O BEsRMBMEC] _OO3 1 Merancangzs Straltturs Relasi Antar Data dalasn
Sisterm Imforrmasi Kesehatamn
= QO BEeRMECL OO 1 Merancangzs Aliran IData dalarsrm Sistern Inforsmasi
Hesehatan
L= O BSEeRMEOL OE . 1 Merancang bMelramndssrne Kearnmanan Data dalasso
Sisterm Inforrmas:i Kesehatam
- O SeRMEOL OO T 1L Merancang bMelramndssne Pertwualcaran IData antas
Sisternn (Interoperakbilitas) dalanm Sisternn
Imformasi KHesehatan
85 O SeRMEOL OO _ 1 Merancang FProsss Hals Alkses Drata dalamnm
Sisterm Imforrmasi Kesehatamn
k= O BEsRMEOL OO 1 MMengs=lala EHalc A s Data A= lswrrn Sisternn
Imforrmasi Kesehatar
1o O _SeRMEDL O10_ 1 Merancang Proses Pelepasan Data Elelktromndls
dalarn Sisterm Informmasl Hesehatan
11 O SeRMEOL1 O11 1 Menpelola Pelepasan Data Elelctromidls loe Pilvalcs
Luar dalarn Sistern Imnformasi Kescehatan
1= O SeRMEOL _O12_1 M elalmalcan Foackh Lip» TDrata dalarn Sistery
Imformasi KHesehatan
1= O SeRMEOL _O13_ 1 MM elalmalcan RecooraeTiy Drata dal=arn Sistern
Imformasi Hesehatan
13 O SEeRMEOL Ol 1 Merancarng Peryif rairiau e Irata Elelctroriils
dalarn Sisterm Informmas: Hesehatan
1=, O BEsERBMEO1 _ O15_ 1 MM erarncarns Prosediar Crata ShaceTiregr Secara
El=ktrorilc
1 & O EBEeERMECL _ O1& 1 Mengklasifittasilran Data damn Inforssmasi wvantalc
Pemantaiaan Indilcator Bt
17+ O SeRMEDL Ol 71 Mengidentifilca=si Data Media Imforrmasi ID»arimmgs
Fasilitas Pelayanan Kescehatarn
15 O SeRMEOL _O15_ 1 Menpelola Media Inforrmasi Darings Fasilitas
Pelayanan Kesehatarn
1S O SeRMEOL O1S_ 1 Menpmidentifilta=si Data dan Informmasis Keseshatan
wmmtials Pemamngsikna KHepentinngsam
=200 O SeRMEOL _OZ=0_1 Merancang Algoritrma Pengelolaan Data dalaamnm

Sisterm Imforrmasi KHeselhatamn
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=1 . . S8aFRhMEC]L 221 1 dermrncamngs Forrmumaliy Elslctroruilbc wamtals Sastern
Imforrm=as=i Flesehastser

==F o S8SaeFEFhME L 222 3 Bier=mmcoars FPrao=a= Fai=rai= dA=mla e Si=term
Imforrm=as=i Flesehastser

= . B8aFRE 1 =S 1 iermrncangs Felrcamyrya Medis FAepfbraad

= B O B8aeaFRE ] S 1 Biermormitor Felalrsamnmaarsn FHRelrarn Mledsi= FHagbornad

=25 . B8asFRMMECL 251 Bile=rmzmewvalia==3 Felalcsarusars Feaeloawrrn Bl =cds=
FaegEracd

-t . BaeFRME O] TS 1 Bi=lalcualc=my Aveedrf Toroml d=ml=mre Shistern Inforrmasia
Fle=ehat=an

= . B8BaFRE ] 2T 1 Biermormiator Aeradyd Treoal d=al=myre Sistera Ianforraasa
Fle=ehat=an

ok - O BaeaFRME ] S 1 Bilemgevalia=me= PFPelalrccsarm=mars HAsecdei?d Troaxl d=laoes
Sisterm Inforrm=a=i Heselh=at=m

= . S8aFRMMEC]L 3291 dermngewvalia=m=il Sacsterm Inforrmasi Hecehostars

=1 I . BaeFRME L =0 1 Bilemganmoali=a= IDuiaplalc=-=x3 ID=te ol =l = ey Sastewrn
Imnforrm=s=1i Flesshat=m

=1 O B8BaeaFRE G =1 1 Biermermntulcr=mn Stand=sy Fodifhlca =1 Flirmas

== . BaeFRMME O =221 Biermnetaplcam Flodbhifilcs =1 Flima=

== . EB8aFRMEOS =SS0 iermsmarmpiallcary Datas Flodifilca =i Flirni=

= - N D BaeaFRME T 3o 1 Biemaolaly Fa=il Tndelcs Tlat=s Hodibhlcrasrx Hlhrmis

S5 . BaeFRME O 351 Biermyrasrar: Laprorary Ela=sil Fodifhlcassx FHliris

S O SaFRIF O (Sa 1 PAeri=amuadit Flodifilca=3i Flirymi=

=T O B8BaeaFRMECE 371 Bi=elapork=aym Fila=il Aaadit Flodifloa=si Klimas

= F = . BaeFFRME O IS4 Bile=rgolals Fl=m=al Flodhifalec= =3 Flarii= Sasteres
Fermibbaarza=mry FReselhatsr

= 1= I O . BaeFFME O 39S 1 Bieslaporlaym Filoa=il Pemngolabh sy FHodiflea=i Flimas
Sistern FPFermbiagrasmry Feselatsra

=i O BaeFRE O ey 1 Biemganamli=sias TLaporsyx FHodifhhlrass: KHlimas Sasteres
Fembiaza=rm FHeocaelhst=er

=1 . S8aeFRMMEBECS 31 1 i =rgewvalia==a Ferngolakiars Foodcdifhhka=1 Flira=
Sistern Fermbiaga=srn FHeselhat=rm

== . SaeFRMMEBECS (a2 1 A =lapork=am Ha=al Fvalua=sil Fodaifalc=m=1 Flira=
Sisternm Permbasgrasyr Fleseliat=r

= = O BaFRE S S 1 Idiermsmarmnpiallcary Datas Pelasy=mnar Hecsselhat=m

P B D B8aFRMEOS ot 1 Biemsrarmpaallars Diat=s Proprars Hecselh=stars

L= N O . BaeFRMEOS A5 1 Bilemeagolals Trats Felagygamasrmn FRecelhatse

B = =T O BaFREOS Cads 1 iermgolals Trat=s Frograyxm FHecahatsy FHesaelhiatsr

< O SBEeFREICOS a7 1 Blermesanalizis IData Pelayanan FHecsebhat=am

= 5= O BaeFRMEOS A5 1 Biemgevaliam=1 TFata Pelay=mmasrn Hecselhatoar
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PORMIKI

Uraian Unit
Kompetensi

Bertransformasi

L Urauan UUmit Kompeternsa

HODE TUTNIT

JIUTDITL TTNIT

DESERIFSI UNIT

Q.86 RMECOL.O01L.1

Menganalisis Hebutuhan Data Sistem Informasi
Hesehatan

Unit kompetensi ind memfoluslcan pada pengetabhuan,
keterampilan, dan silktap kerja dalam lcegiatan

menganalisis kebutuhan data sisterm informasi kesehatan

vang meliputi  penentuan instrumen,  pengumpulan

kebutuhan data, observasi ke lokasi pengpuna, telaah

dolumen pengpuna, dan analisis kebutuhan data.

ELEMEN KOMPETENSI

HRITERIA UNJUOEKE EKERJA

pengsuna

ol of B o

1. Menentulcan 1. Instrumen kebutuhan data dididentifilcasi
instrumen kebutuhan sesual kebutuhan.
data 1. Instrumen kebutuhan data diolah sesusd
kebutuhan.
1. Instrumen kebutuhan data ditetaplkan
sesuai ketentuan.
1. Instrumen kebutuhan data diltirism kKepada
linglkungan kerja end—wser sesuai prosedur.
2. Mengumpullcan 2. Responden dipilih sesuai ketentuan.
kebutuhan data 2. Jadwal mterview kepada responden dibuat
pengsuana sesual ketentuan.
2. mfervmew dilalukan kepada responden
sesuai kebutuhan.
2. Transkrip disusun berdasarlktan hasil
nferyictu.
3. Melalkukan cobservasi 3. Loltasi observasi ditentultan berdasarian
lce lolkasi pengguana transkrip.
Hondisi lokasi ditinjau sesuai parameter.
Laporan observasi disusiuan seswuai
prosedur.
4. Menelaash dolkumen Dolkumen ntama duadentifiltasi sesuad

kebutuhan pengguna.

Salinan dolkumen wtama dikumpullcan
sesuai kebutuhan.

Hasil pengumpulan dolumen ditelaah
sesuai kebutubhan.

Melalukan analisis
lkebutuhan data

i

Data diltumpullkan sesuai kebutuhan.
Hebutuhan data dismnting Sesual
prosedur.

Hasil penynotingan data diltoordinasilcan
dengan pihalc teknologi informasi seswuaai
kebutuhan.
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PEMANFAATAN SKKNI

DUNIA USAHA/

LEMBAGA DIKLAT PROFESI INDUSTRI
(LDP) Acuan menyusun kebutuhan

tenaga kerja, uraian tugas
pegawai/ karyawan, informasi
rekrutmen, penilaian kerja
karyawan, pembuatan uraian
jabatan pekerjaan/keahlian dan
sebagainya.

Dasar penyusunan program/

kurikulum, silabus dan materi
diklat

LEMBAGA SERTIFIKSI
PROFESI

Acuan dalam pengembangan
Skema Sertifikasi, merumuskan
Materi Uji Kompetensi (MUK),
dasar penerbitan sertifikat
kompetensi

PEMERINTAH

Alat Kendali Mutu tenaga
kerja dan bahan pembinaan
bagi Lembaga Diklat Peofesi
(LDP) maupun Lembaga
Sertifikasi Profesi
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INSTANSI Q penyusunan RIP SKKNI ;
TEKNIS/ O pembentukan Tim Perumus dan
LEMBAG Tim Verifikasi SKKNI/KKNI;
TERKA,‘ O penilaian usulan penyusunan
SKKNI;
O pengembangan SKKNI dan KKNI;
lgﬁég O penyelenggaraan Prakonvensi dan
Konvensi Rancangan SKKNI dan
KKNI; dan
SEKRETARIAT 0 pemantauan dan kaji ulang SKKNI
KOMITE SKKNI KOMITE o
TIM PERUMUS TIM VERIFIKASI
1. Metodologl perumusan standar 1. Metodologl verifikasi standar
kompetensi. kompetensi

» pengalaman yang relevan;

2. S_ubstan3|_tekn|s sesuai dengan - pengakuan atau rekomendasi:
bidang kerja yang relevan dengan

n disusun/verifikasi ataq : - SI(I(NI
= sertifikat kompetensi. *j et AV AV AL



I I PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI

> PEMBERLAKUAN
K/L TEKNIS
MANDATORI/WAJIB
1. Keamanan, K/L TERKAIT

2. Keselamatan,
3. Kesehatan,

4 Lingkungan hidup Pagla bidang profesi

dan/atau atau pekerjaan yang

5 Potensi memiliki posisi strategis

perselisihan dalam perjanjian dalam meningkatkan

perdagangan dan jasa daya saing nasional
PENGEMBANGAN —
PROGRAM DIKLAT

DIKLAT
AKREDITASI KUALIFIKASI W
LEMBAGA DIKLAT KUPASI
S
PENGEMBANGAN LASTER
SKEMA SERTIFIKASI UNIT KOMP J
SERTIFIKASI A

LISENSI LEMBAGA

SERTIFIKASI

PENGEMBANG
T “ < SKKNI
REKRU'T \J Membangun SDH Kompeten Bermartasat
MEN
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ZalK

PRINSIP DASAR SISTEM SERTIFIKASI

LSP

Mengembangkan dan

Skema .
Sertifikasi - Me"ﬁ_e“h?"a Skema
Sertifikasi

J Membangun SDH Kompeten Bermartasat

¥

(. Bersertifikat Metodelogi =

Asesor » Asesmen
Kompetensi * Bersertifikat kompetensi

f

\

o
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= AKSEPTABEL Kompetensi -Wawanca.ra
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= MAMPU
TELUSUR * Tempat Kerja
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KETERPADUAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI

PENDIDIKAN & SERTIFIKASI
PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI E:g‘:ETS'TAS'/ LISENSI
KOMPETENSI KERJA

MEMASTIKAN

MENGEMBANGKAN MEMASTIKAN

KESESUAIAN
KOMPETENSI DAN UNTUK
MEMELIHARA TUJUAN

KOMPETENSI PENERAPAN

WAJIB

Sertifikasi Pendidikan & Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Registrasi/Lisensi Personil

LEMBAGA PENDIDIKAN & I LSP |  OTORITAS KOMPETEN
LEMBAGA PELATIHAN



SERTIFIKASI TENAGA KESEHATAN

SERTIFIKASI KOMPETENSI
KERJA

SERTIFIKASI KOMPETENSI
LULUSAN

Berdasarkan standar kompetensi
Peserta merupakan Lulusan
Pendidikan Tinggi Kesehatan
Dilakukan melalui Uji Kompetensi
Oleh pendidikan tinggi dan profesi
nakes (Panitia Nasional)

Berdasarkan Standar Kompetensi Kerja
Peserta merupakan Tenaga Kesehatan
yang telah/masih bekerja sesuai bidang
kompetensinya

Dilakukan melalui Asesmen Kompetensi
oleh asesor kompetensi

Oleh Lembaga Sertifikasi Profesi



MANFAAT SERTIFIKASI KERJA

MEMBANTU ORGANISASI
/DUDI MEYAKINKAN
KEPADA KLIENNYA BAHWA
PRODUK/JASANYA DIBUAT
OLEH TENAGA YANG
KOMPETEN DAN
TERPELIHARA
KOMPETENSINYA

DU/DI REKRUTMEN 3?: B it b, sl mv
~

MEMBANTU
PENGEMBANGAN DISAIN
INSTRUKSIONAL

/PEMBELAJARAN

ALAT PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN BAHWA
TUJUAN PEMBELAJARAN
TELAH TERCAPAI

MEMBANTU ORGANISASI
/DUDI DALAM REKRUTMEN
BERBASIS KOMPETENSI

B MUTU INSTRUKSIONAL
-
-

MEMBANTU MEMBANTU MEMBERIKAN PERSONNAL
PENGEMBANGAN EVALUASI MERENCANAKAN BRANDING UNTUK TUJUAN
PEMBELAJARAN JENJANG KARIR WIRAUSAHA

EVALUASI CAREER PERSONNAL

PATHING < BRANDING

PEMBELAJARAN
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Tindak Lanjut dari Profesi dalam
memanfaatkan SKKNI dan Standar Profesi

Pendirian LSP Jenjang karir Kredensial Kurikulum

PMIK PMIK pengembangan
PMIK

Bertransformasi
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I KESIMPULAN

Profesi PMIK sudah memiliki
Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI)

Pusat Peningkatan Mutu SDM
Kesehatan tahun ini akan
memfasilitasi penyusunan Standar
Kompetensi Kerja untuk SDMK,
SKKNI selanjutnya akan
difasilitasi oleh Sekretariat KTKI

Bertransformasi

)
n\

&S S
DPD PORMIKI DIY

SKKNI menjadi acuan dalam
penyusunan program/ kurikulum,
silabus dan materi diklat, serta
acuan dalam pelaksanaan
sertifikasi oleh LSP

Melalui sertifikasi kompetensi
kerja dapat memastikan dan
memelihara kompetensi seseorang
untuk mewujudkan SDM unggul
Indonesia Maju



DPD PORMIKI DIY

PORMIKI



